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KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
_ NOMOR 42/ ./Fep- 62/~ priebud /2007
TENTANG

PENEGERIAN .

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMI'N) 2 BANTARGADUNG,
SEKOLAI MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 4 CIRACAP DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERL (SMPN) 3 CICURUG,
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang, . a. bahwa dalam rangka mewujudkan mutu dan sistem pendidikan (i

Kabupaten Sukabumi secara 0 stimal, dipandang, poriu mencta vkan
}' ‘f ; ¥ 1 l

penegerian Gekolah Menengah Pertama (SMP) i Kabupaten

Sukabumi yang telah memenuhi syaral formal dan syaral malterial;

b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud
pada huruf a, yang saat ini telah memenuhi persyaratan formal
% maupun material untuk ditetapkan penegerian sesuai peraturan
perundang—undangan yang berlaku adalah SMPN 2 Bantargadung,
GMPN 4 Ciracap dan SMPN 3 Cicurug;

c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

7 Undang-Undang Nomor g Tahun 1974 tentang Pokok-pohok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomog 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia ;ahun 1999 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2041);

3 Um.liang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang Penyelongparad
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan IN¢ aotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noaior 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomuer 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -1286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Fevangar oear

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenlang Sisicin Cesiciad .
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4302); )

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaliaraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) scbagaimana lelah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unclang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncesia
Nomor 4548); 2
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerch
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah 29 Tahun 17990 tenlang  Pendidikan
Meneéngah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3413);

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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14.

16.
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18.
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20.

21,

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ileiiang reuo
Pembinaan dan Pengawasan DPenyelenggaraan Pomerintoian
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U /2002,
tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000
tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabuhi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah XKabupaten
Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000
Nomor 22 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002
tentang ~ Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor | Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Dacrah
Kabupaten Sukabumi  Tahun 2006-2010  (Lembaran  Dacrah
Kabupaten Sukabumi Tahur 2006 Nomor 1 Seri L),

Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 117 Tahun 2004 leniang
Penetapan Kembali Nomenklatur Sekolah  Menengah  Tortama
(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Ka bupaten Sukabumi,
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23. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 405 Tanun et .o
Penataan Kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

Meretapkan s

KESATU . Penegerian SMPN 2 Bantargadung, SMPN 4 Ciracap dan SMPN 3
Cicurug dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sukabumi. g

KEDUA . Dengan telah ditetapkannya penegerian sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU, maka sistem pendidikan dan mekanisme kerja serta
tenaga pendidik secara institusional yang bersangkutan harus segera
disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA . Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sukabumi suntuk = terus melaksanakan tugas pengawasan sistem
pendidikan_serta"pelaynnan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA secara optimal.

KEEMPAT :  Dengan 'difétapkannya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang
bertentangan i dengan Keputusan ini dicabut dan dinvatakan tidak
berlaku lagi. -

I]%“{%ﬁ“ﬁf{ ;
KELIMA . Keputusan ini'mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 22 Oletober 2007




